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Abstract
Transfer of rights to land is a legal act which aims at transferring the rights from one party to another party. 
Some transitional land rights is the sale and purchase, exchange, grant, according to the customs administration, 
revenues in the company, will. One process of the transfer of land rights is through grants. Grants or also 
referred to as a gift, can only be done by a party entitled to object granted and he is legally competent. Goods 
that can be granted is that already exists, Not to be there at a later date. One of the objects or items that can 
be donated are ground. In general, when viewed from the grantee, then all the good people who’ve grown and 
minorrs can receive grants. In writing this article, the author uses the case method approach.
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Abstrak
ke pihak lain. Beberapa peralihan hak atas tanah ialah jual beli, tukar menukar, hibah, pemberian menurut 
adat, pemasukan dalam perusahaan, wasiat. Salah satu cara dari peralihan hak atas tanah adalah melalui hibah. 
maupun di bawah umur dapat menerima hibah. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode 
pendekatan kasus.
Kata kunci
A. Pendahuluan 
dan memberikan perlindungan atas hak-hak 
warga negara, antara lain hak warga negara untuk 
Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak 
salah satu sumber kehidupan bagi manusia. Karena 
sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada 
oleh UUPA.
dasar hak menguasai dari negara sebagai bagian 
bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan 
bahwa “bidang tanah adalah bagian permukaan bumi 
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di Indonesia.
Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah 
Sedangkan pengertian hak menguasai dari negara, 
berarti bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan 
seluruh bangsa Indonesia diberikan wewenang untuk 
tanah.
tanah adalah sebagai berikut :
peruntukan, penggunaan, persediaan dan 
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
b. Menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang 
dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. Menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang 
mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Sebagaimana kita ketahui bahwa semua hak 
dirumuskan dalam ketentuan Pasal 6 UUPA. 
kepentingan perseorangan atau badan hukum sebagai 
pemegang hak tetap diperhatikan oleh UUPA. 
tujuan diselenggarakan pendaftaran tanah seperti 
kepastian hukum dan perlindungan hukum dan 
calon pembeli atau calon kreditur, untuk 
administrasi pertanahan.
diselenggarakan oleh pemerintah, meliputi kegiatan 
sebagai berikut :
hak-hak tersebut
Pendaftaran hak atas tanah merupakan 
tanah, dengan maksud agar mereka mendapat 
kewajiban itu perlu ditegaskan, kalau tidak, mungkin 
padahal secara keseluruhan usaha pendaftaran atas 
Peralihan hak atas tanah merupakan suatu 
dari peralihan hak atas tanah adalah melalui Hibah. 
pihak berdasarkan atas kemurahan hati, perjanjian 
barang kepada pihak kedua secara cuma-cuma dan 
tidak dapat ditarik kembali, sedangkan pihak kedua 
menerima baik penghibahan ini.
dialihkan melalui hibah adalah Hak Milik. Hak Milik 
adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh 
sosial. Apabila sudah dilakukan peralihan hak atas 
pendaftaran tanah.
Peralihan hak atas karena hibah harus dilakukan 
berlaku. Oleh karena itu, peralihan hak atas tanah 
harus didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk 
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selaku Warga Negara Indonesia berdomisili di 
memperoleh suatu hak atas tanah, namun dalam 
melakukan tindakan hukum dalam hal ini pertanahan 
harus sudah dewasa menurut hukum. Di dalam hukum 
hukum, tetapi menurut ketentuan undang-undang ada 
umur
b. Orang dewasa tetapi tidak mampu berbuat 
(gila)
c. Wanita dalam perkawinan
tersebut, pembuat undang-undang memberikan 
masalah kecakapan bertindak dalam hukum.
Untuk menerima suatu hak, diperbolehkan 
orang itu belum dewasa, tetapi ia harus diwakili 
umur dan di bawah tanggung jawab seorang wali 
maka tidak terlepas dari peran fungsi dari Balai Harta 
Peninggalan (BHP).
Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan 
peninggalan dalam lingkungan Departemen Hukum 
B. Pengalihan Hak Milik Atas Tanah
Pengalihan hak atas tanah adalah penjualan, 
tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan 
guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
Pemindahan hak atas tanah adalah perbuatan 
hukum untuk memindahkan hak atas tanah kepada 
orang lain. Pemindahan dilakukan apabila status 
tersedia, dan pemegang hak tanah tersebut bersedia 
mengatakan “falsafah kepemilikan atas tanah dalam 
itu hak lahir melalui proses intesitas hubungan 
antara manusia dengan tanah tidak dari keputusan 
tersebut, diawali dengan hak seorang warga 
untuk membuka hutan dalam lingkungan 
persetujuan Kepala Desa. Dengan 
orang tersebut langsung memperoleh 
hak milik. Hak milik akan dapat tercipta 
jika orang tersebut memanfaatkan tanah 
memelihara tanah tersebut secara terus 
sekarang diakui sebagai hak milik menurut 
berupa pengakuan dari pemerintah.
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pemerintah dengan menentukan suatu 
Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini 
berarti pemerintah memberikan hak milik 
dapat memberikan hak milik berdasarkan 
menjadi Mak Milik, HGB menjadi Hak 
Milik, Hak Pakai menjadi Hak Milik.
Hukum Agraria Nasionalmembagi hak-hak atas 
atau dikuasai secara langsungoleh seorang atau 
dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau 
Pokok Agraria (lebih lanjut disingkat dengan 
a. Hak Milik atas tanah.
b. Hak Guna Usaha.
c. Hak Guna Bangunan.
d. Hak Pakai. 
sementara. Dikatakan bersifat sementara, 
karena hak-hak tersebut dinikmati dalam 
waktu terbatas, dan hak-hak itu dimiliki 
sementara dapat dialihkan kapan saja si pemilik 
Usaha bagi hasil. Kepemilikan terhadap hak atas 
C. Hibah Untuk Anak Di Bawah Umur
penuh keikhlasan tanpa pamrih apapun.
Perdata ialah suatu perjanjian dengan mana si 
hidup. Oleh karena itu hibah ditentukan undang-
tidak berarti bahwa penghibahan tidak dapat ditarik 
kembali oleh si penghibah dengan tiada izin dari 
dapat ditarik kembali dengan kemauan kedua belah 
Pemberi hibah tidak dapat memberikan 
hibah kepada penerima hibah atas barang-barang 
hibah tersebut adalah batal.
Pengertian hibah menurut hukum islam adalah 
harta milik seseorang pada orang lain sewaktu ia 
sebagai sedekah harta diluar warisan dengan 
temurun dengan mengingat bahwa hak tersebut 
Apaila sudah dilakukan peralihan atas tanah maka 
harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan, dengan 
diselenggarakan pendaftaran tanah maka pihak-pihak 
status atau kedudukan hukum daripada tanah-tanah 
benda tetap tidak terlepas dari peran Pejabat Pembuat 
karena jika tidak dilakukan peralihan hak maka 
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: “tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud 
Nomortaris, dan bila tidak dilakukan demikian maka 
“Pemberian-pemberian benda-benda 
penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan 
satu ke tangan lain, tidak memerlukan suatu 
kepada si penerima hibah atau kepada seorang 
pada KUHPerdata, harus dibuat dalam bentuk 
di bawah tangan, tetapi proses di Kantor Pertanahan 
KUHPerdata digunakan sebagai dasar pembuat akta 
hibah dibuat dan ditandatangani Notaris.
sehingga dapat melakukan perbuatan hukum 
dapat melakukan perbuatan hukum sehingga dalam 
melaksanakan perbuatan hukum harus diwakilkan 
bawah umur dianggap tidak pernah ada sebagaimana 
“setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima 
melakukan perbuatan hukum sendiri :
pernah kawin. Sedangkan dalam UU Nomor 
atau belum pernah melangsungkan perkawinan 
orang tua mewakili anak tersebut mengenai 
segala perbuatan hukum didalam dan diluar 
pengadilan. Demikian pula UUJN (UU Nomor 
Nomortaris.
bertindak sebagai wakil menurut UU dari orang 
ditetapkan oleh undang-undang dan pada 
undang telah melarang membuat perjanjian-
perjanjian tertentu.
sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum 
melakukan perbuatan hukum, sehingga dalam 
melaksanakan perbuatan hukum harus diwakilkan 
atau ada wali (Voogdij
dilakukan anak di bawah umur dianggap tidak pernah 
Perdata.
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D. Penetapan Pengadilan Negeri
Dari uraian diatas terkait dengan peralihan 
hak milik atas tanah melalui hibah untuk anak di 
bawah umur berikut ini adalah contoh Penetapan 
perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, 
berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan 
dalam permohonan dari MUHAMMAD YUSUF 
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 
permohonan sebagai berikut:
Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banjar 
Barat;
bernama:
kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta 
Perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran 
Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai 
menghibahkan sebidang tanah perkarangan 
Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai 
untuk masa depan anak-anak pemohon;
Penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri 
Barabai;
6. Pemohon mengajukan permohonan ini untuk 
dan balik nama pada sebidang tanah pekarangan 
Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai 
uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada 
Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai 
dan memberikan penetapan berdasarkan hukum dan 
keadilan sebagai berikut:
jenis kelamin Perempuan, sesuai Kutipan Akta 
3. Memberikan ijin kepada pemohon sebagai 
pemberi hibah kepada anak pemohon sendiri 
penerima hibah untuk keperluan pengajuan 
di Desa Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten 
Permohonan ini kepada Pemohon.
Bahwa berdasarkan segala fakta hukum, maka 
Hakim berpendapat materi permohonan Pemohon 
dinilai cukup beralasan menurut hukum memohon 
didalam melakukan perbuatan hukum dalam perkara 
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kelamin Perempuan, sesuai Kutipan Akta 
3. Memberikan ijin kepada pemohon sebagai 
pemberi hibah kepada anak pemohon sendiri 
penerima hibah untuk keperluan pengajuan 
di Desa Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten 
dua puluh satu ribu rupiah);
ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu 
3. Suatu hibah mengikat si penghibah atau 
menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan 
kawin untuk melakukan perbuatan hukum didalam 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan 
tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa 
pemohon memerlukan agar ditetapkan sebagai wali 
di Desa Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu 
hibah tersebut diatas.
E. Penutup
Pelaksanaan pemberian hibah kepada orang 
berada di bawah perwalian atau kepada orang-
sedangkan pelaksanaan hibah untuk anak di bawah 
penghibahan untuk barang bergerak cukup dilakukan 
untuk benda tetap dalam hal ini sebidang tanah 
harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta 
hibah berdasarkan KUHPerdata harus dilakukan 
dari anak tersebut, dalam hal ini hak perwalian pada 
keluarga sedarah atau semenda.
bahwa penghibahan kepada anak dibawah umur dapat 
permohonan ijin dari Pengadilan Negeri berdasarkan 
tidak perlu dilakukan. Akan tetapi apabila anak 
dibawah umur tersebut dibawah perwalian atau 
diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri,  maka 
Penetapan Pengadilan Negeri tersebut dapat menjadi 
anak di bawah umur tersebut untuk menerima hibah.
dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan 
orangtua, berada di bawah perwalian atas dasar dan 
belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan 
mengankta seorang wali, setelah mendengar atau 
Jurnal Repertorium Volume III No. 2 Juli-Desember 2016
34
Daftar Pustaka
Buku
Peralihan Hak Atas Tanah dan 
Pendaftarannya, 
Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, 
Eksistensi Prona Dalam Pelaksanaan 
Mekanisme Fungsi Agraria, Ghalia Indonesia
Sistem Pendaftaran Tanah 
Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-
Undangpokok Agraria, Bandung, Penerbit : 
Mencegah Sengketa Tanah, 
Pokok-Pokok Hukum Perdata, 
Hukum Orang Dan 
Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, 
Hukum Islam Dan Hukum Adat,Jakarta: Sinar 
Peraturan Perundang-Undangan
KUHPerdata
Pokok-Pokok Agraria
Jurnal
Studi Di 
Kabupaten Lombok Tengah)
